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ABSTRAK

Dalam hukum pidana Islam telah ada konsep ta’zir yang memungkinkan bagi hakim
untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan kriminal yang tidak diatur dalam nass,
namun konsep marital rape sulit untuk diterima oleh kalangan ahli hukum pidana Islam
karena adanya konsep tamlik (pemilikan suami atas diri istrinya) dalam nikah. Dalam Islam
juga dikenal konsep nusyuz yang menghalalkan suami untuk menghukum istri ketika istri
dianggap durhaka. Bahkan dalam Figh al-Sunnah ditegaskan bahwa ta’zir juga menjadi hak
suami atas istrinya ketika sang istri melakukan nusyuz.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan sifatnya
deskriptif-analitis dengan metode pendekatan kontekstual dan pendekatan filsafat Hukum
Islam. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktid dan komparatif.

Marital rape tidak terakomodir dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam karena
berbagai factor yang jika ditelusuri secara lebih mendalam, berakar pada factor budaya yang
dominant yaitu budaya patriarkhi. Secara prinsip, hukum Islam tidak mentolerir adanya
marital rape. Hal itu tercermin dari rumusan Magasid al-Syari’ah yang hendak melindungi
semua makhluk secara menyeluruh. Hukum pidana nasional (KUHP) belum bisa
mengakomodir marital rape sebagai delik tersendiri karena alasan factor budaya yang
mengedepankan sebuah harmoni.

Key word: marital rape, KUHP, Hukum Pidana Islam
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya intensitas diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya
dijumpai dalam novel atau di negara seberang, tapi juga terjadi di Indonesia,
Indonesia, seperfi juga negara-negara lain di dunia, adalah suatu masyarakat
patriarkhal. Patriarkhi sebagai suatu struktur komunitas yang menempatkan kaum
lelaki sebagai pemegang kekuasaan terefleksi nyata dalam kebijakan pemerintah
maupun perilaku masyarakat."! Salah satu fenomena yang menjadi perhatian
masyarakat saat ini adalah kekerasan terhadap perempuan (violence against
women).z)

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakaq ancaman terus menerus
bagi perempuan di manapun di dunia ini. /“ear of crime (rasa takut terhadap
kejahatan) perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki karena kerentanan
perempuan secara jasmaniah terhadap kejahatan lebih besar dibandingkan dengan
laki-laki. Bukan itu saja, derita yang dialam: perempuan korban tindak kekerasan

lebih traumatis dibanding dengan laki-laki. Umumnya, trauma semakin besar jika

" Kamla Bhasin, Menggugat Patriarkhi: Penganiar fentang Persoalan Dominasi
terhadap Kanm Perempuan, terjemahan oleh Nug Katjasungkana (Yogyakarta: Bentang Budaya
dan Kalyanamitra, 1996}, hlm.6-9

1 perhatian masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan ini terlihat dari
semakin banyaknya berdiri organisasi-organisasi yang concern dengan isu-isu kekerasan terhadap
perempuan maupun yang langsung melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan
terhadap perempuan. Baca, Jalan Panjang Merajut Kemitraan: Pengalaman Penanganan Terpadu
Peremypuan Korban kekerasan di Yogyakarta, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC, 2000).



pelaku adalah orang-orang yang dikenal atau memiliki hubungan khusus dengan
dirinya, seperti ayah, paman, suami atau pacar. *) |
Salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan.
Kejahatan perkosaan menjadi wacana yang biasa terdengar masyarakat, bukan
lagi menjadi berita yang menyedihkan dan perlu ditangani secara serius baik oleh
masyarakat maupun oleh aparat hukum. Bahkan dalam bcberapa media berita
perkosaan menjadi komoditi yang diekspose hanya untuk meningkatkan tiras
daripada sebagai upaya untuk mengungkapkan scbuah realitas yang perlu
diketahui masyarakat. Perkosaan digan.'lbarkan sebapai peristiwa yang sedérhana,
biasa, main-main belaka. Hal ini sangat kontradiktif dengan dampak perkosaan
terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan. Perkosaan seringkali
diiringi dengan siksaan fisik yang cukup fatal dan akan'menyebabkan trauma
psikologis yang berkepanjangan. Sement-ara itu, label hina dan ketidak sucian
akan ditimpakan oleh masyarakat atas hilangnya keperawanan yang dianggap
sebagai simbol kesucian perempuan.” Jika perkosaan itu berakibat pada
kehamilan maka beban yang harus ditanggung korban akan semakin berlipat
karena sfereofype ‘anak jadah’ akan ditimpakan kepada s1 anak, sementara si
pemerkosa dapat hidup santai seolah tidak pernah melakukan perbuatan yang

dapat merubah garis hidup seorang manusia.

¥ Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan terhadap
Perempuan Indonesia, http://202.159.18.43/jurnal/t 0Zharkristuti.htm

“ Ahmad Zaint Abar, Tragedi Perempuan dalam Konstruksi Bahasa Pers dalam
Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender, (Yogyakarta: PMI1 TAIN Sunan Kalijaga, Pact-INPI dan
USAID, 1998), him.63-70



Jika kita telusuri, banyak hal yang menyebabkan maraknya kejahatan
perkosaan ini. Salah satunya, yang berperan dominan, karena budaya gender
inequality yang berakar pada budaya patriarkhi yang menjadikan pihak laki-laki
sebagai sentral dan memposisikan perempuan sebagai the second sex_(jenis
kelamin pelengkap). Dengan posisi demikian, kekerasan terhadap perel;npuan
dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat diterima. Bahkan sebagai obyek
kekerasan, perempuan masih disudutkan pada pihak jf‘ang harus bertanggung
jawab atas kekerasan yang menimpa dirinya, karena berdasarkan mitos jatuhnya
Adam disebabkan rapuhnya iman Hawa, maka sepanjang sejarah manusia,
perempuan sering --untuk tidak mengatakan selalu-- dituduh sebagai pihak
penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosa.” Dalam masyarakat
berpola budaya patriarkhal, perempuan berada di posisi subordinat yang dikontrol
sisi-sisi hidupnya, termasuk yang berkenaan dengan reproduksi dan
seksualitasnya. Salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan adalah
perkosaan, sementara itu diciptakan juga gagasan tentang kehormatan dan
kesucian pada diri perempuan yang identik dengan keperawanan.®

Perkosaan sendiri berasal dari kata perkosa yang secara bahasa diartikan
dengan penundukan dengan kekerasan, pemaksaan dengan kekerasan,

pelanggaran dengan kekerasan dan penggagahan.n Sedangkan perkosaan dalam

* Siti Ruhaini Dzuhayatin, Marifal rape; Bahasan Awal Perspektif Islam, makalah dalam
seminar nasional “Isfam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan” tanggal 27-29 Juli
2000 di Hotel Century Saphir Yogyakarta

S Kamla Bhasin, Menggugat Pairiarkhi, him.6-9

? Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), him. 673



konteks seksualitas adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan
kepada salah satu pihak yang tidak menghendaki® Dengan pengertian
pemerkosaan seperti di atas, perkosaan tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang
laki-laki kepada seorang perempuan, tapi juga bisa sebaliknya yaitu oleh
perempuan kepada laki-laki, atau oleh laki-laki maupun perempuan kepada
sesama jenisnya. Dengan pengertian tersebut juga bukan mustahil seorang suami
memperkosa istrinya (marital rape) jika ia memaksa istrinya untuk melakukan
hubungan seksual ketika istrinya tidak menghendaki ataﬁ dengan cara yang tidak
dikehendaki istri. |

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah mungkinkah seorang §uami
memperkosa istrinya 7. Jawaban dari persoalan tersebut tentunya akan berbeda
bila memakai paradigma yang berbeda pula. Pandangan yang menyatakan bahwa
perkosaan suami terhadap istri tidak mungkin ada mendasarkan pandangannya
pada pengertian bahwa, pertama, perkawinan adalah lembaga yang menghalalkan
hubungan seksual dan sudah merupakan kewajiban istri untuk melayani dan
mentaati segala kehendak suaminya, terutama dalam hubungan seksual sebagai
kompensasi atas mahar dan nafkah yang (elah diberikan suaminya dan karena

)

itulah yang telah digariskan agama.” Kecua, Perkosaan dimaknai sebagai

% Siti Ruhaini Dzuhayatin, Marital rape. Pengertian seperti ini juga digunakan oleh
Mansour Fakih dalam Analisisi Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998), him. 18.

7 Adrina dkk., Hak-hak Reprodiksi yang Terpasung, (Yogyakarta: Pustaka Sinar Jarapan
bekerjasama dengan Program Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Ford Foundation, 1998),
him. 49-53.



hubungan seksual yang _dilakukan dengan pemaksaan kepada salah satu pihak
yang tidak menghendaki di luar perkawinan.'”

Pandangan kedua menyatakan perkosaan tidak hanya terjadi diluar
perkawinan tetapi sangat mungkin terjadi perkosaan dalam perkawinan. Dengan
ungkapan lain tidaklah mustahil perkosaan yang dilakukan suami terhadap 1stri.
Pandangan ini mendasarkan pendapatnya pada; pertama, pengertian pemerkosaan
secara umum yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan kepada
salah satu pihak vang tidak menghendaki. Dengan pengertian tersebut, perkosa;m
bisa dialami siapa saja, termasuk laki-laki jika dipaksa oleh seorang perempuan
ataupun sesama laki-laki. Dan dengan pengertian di atas, sangat mungkin seorang
istri diperkosa oleh suaminya ketika terjadi pemaksaan dari pihak suaminya.

Kedua, beberapa penelitian dan wawancara terhadap sejumlah istri korban
kekerasan seksual suami vyang telah dilakukan oleh beberapa peneliti
menunjukkan bahwa pemerkosaan terhadap istri bukan khayalan kaum feminis
belaka, sebagaimana anggapan pihak-pihak yang menolak konsep marital rape.“)
Bagaimanapun, yang terlihat adalah fenomena gunung es, karena lebih banyak
yang memilih diam demi keutuhan rumah tangga dan kuatnya anggapan bahwa
seksualitas adalah wilayah privat yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.

Padahal sebagaimana pemerkosaan pada umumnya, pemerkosaan terhadap istri

'V Pengerlian seperti ini digunakan dalam KUHP pasal 285 sebagai konsep umum
perkosaan. Lihat, M. Budiarto dan K. Wandjik, K{/HP yang Telah Disesuaikan dengan Undang-
undang Barn, (Jakaria; Ghalia Indonesta, 1979) him. 9]

' Beberapa penelitian lapangan yang teiah dilakukan antara lain ; Nurul Hmi Idrys
{1999). Khatruddin NM (1998). Rifka Annisa bekerjasama dengan LPKGM-UGM, Urrlﬁa{
University dan Women'’s Health Exchange USA (2001), serta hasil reportase Editor (1993)



int membuahkan penderntaan yang tidak ringan bagi istri baik secara fisik, psikis
Y
maupun sosial.

Di stni, sekali lagi, suara perempuan sebagai the second sex, meski
berposisi sebagai 1stri yang sah sekalipun, tidak mendapat ruang untuk didengar
karena ia sebagai perempuan menjadi the sex provider. Dalam hukum positif,
perkosaan terhadap istri tidak dicantumkan sebagai tindakan kriminal. Dalam

KUHP pasal 285 disebutkan : “ barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan

ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena

2 13)

perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun

Namun demikian, dalam pasal 288 disebutkan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang dinikahinya, pddahal
diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa perempuan belum
pantas dikawini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat

tahun, kalan perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat
luka.”

Pasal 288 tersebut mengisyaratkan adanya unsur marital rape yang telah
diakomodir oleh hukum pidana, namun hanya istri di bawah umur saja yang
dipaksa untuk melayani hubungan seks yahg dapat dituntut secara pidana, itupun
kalau pemaksaan tersebut mengakibatkan luka di tubuh korban atau menyebabkan
kematian. Bunyi diktum hukum tersebut menunjukkan bahwa perempuan tid-ak

memiliki hak atas dirinya sendiri dan tubuhnya.

2 Raquel Kennedy Bergen, Mariral rape, htip /iwww. vaw.umn edu/vawnet /mrapehtmi.
'™ M. Budiarto dan K. Wandjik, /hid.

"> Ibid. hlm, 92



Dalam pembahasan rancangan KUHP baru, yang hingga saat ini belum
diketahui nasibnya dan sampai sejauh mana tindak lanjutnya, terjadi perdebatan
yang cukup polemis seputar marital rape. Berawal dari pasal-pasal kejahatan
perkosaan dalam rancangan UU tersebut yang memungkinkan masuknya marital
rape dalam delik hukum, kontroversi muncul dari dua kubu; para pendukung yang
berpendapat bahwa pasal tersebut menjunjung hak-hak perempuan, dan para
penentang yang menganggap penerapan pasal tersebut sebagai intervensi hukum
atas privacy lembaga perkawinan dan bahwa konsep marital rape sangat
bertentangan dengan budaya Timur yang menjunjung tinggi perkawinan sebagai
lembaga yang sakral.'”

Jika dikaitkan dengan agama, Islam tidak mengatur tentang marital rape.
Meskipun secara normatif, Islam sangat mengidealkan pola relasi yang setara
antara laki-laki dan perempuan, namun secara historis, Islam tampak memberikan
justifikasi theologis atas marital rupe. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara
tekstual potensial untuk dijadikan justifikasi marital rape terbilang cukup banyak
dan sangat akrab digunakan masyarakat. Di antara ayat-ayat dan hadis-hadis

tersebut adalah :

IR PRSP P EPR SIS I

'*) Bunyi lengkap rancangan UU tersebut adalah sebagai berikut: Dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 2 tahun karena melakukan tindak perkosaan : (1)
scorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan wanita bertentangan dengan kehendak
wanita tersebut, (2) seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa persetujuan
wanita tersebut, Perdebatan tentang marifal rape serta bunyi pasal 14.11 rancangan UU ini dapat
dibaca pada reportase cukup lengkap yang tertuang dalam laporan utama majalah Editor edisi no.
24/THN. V1/6 Maret 1993, him. 17-28

9 (38, Al-Baqarah 2 - 223
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Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis seperti di atas
yang dominan di kalangan orang Islam --disamping adanya penolakan segala hal
yang berbaw Barat karena ‘tidak sesuai dengan kepribadian Timur’--
menyebabkan munculnya sikap apriori terhadap konsep marital rape yang
memang muncul pertama kali dari kalangan feminis Baral. Konsep perkawinan
dalam wacana agama Islam, dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan
seksual yang sebelumnya diharamkan sebagai tindak jarfimah zina. Meskipun,
scbenarnya, dalam hukum pidana Islam telah ada konsep (a'zir yang
memungkinkan bagi hakim untuk mengambil kebijakan ketika terjadi tindakan
kriminal yang tidak diatur dalam pass, namun konsep marital rupe suht untuk
diterima oleh kalangan ahli hukum pidana Islam karena adanya konsep famlik
(pemilikan suami atas diri istrinya) dalam nikah. Dalam Islam juga dikenal konsep
nusyu= yvang menghalalkan suami unluk menghukwm istri ketika istri dianggap

durhaka, sesuai dengan yang disebutkan dalam surat al-Bagarah:34 di atas.

(S, Al-Nisa 4 : 34

" Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad Musaddad dari Abu “Uwanah
dari al-A’masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Lihat, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail
ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardaziyah al-Bukhari al-Ja'fi | al~/ami' al-Safik, jilid T juz TV
(1stambul: Dar al-Fikr, 1981), him. 84



Bahkan dalam [igh al-Sunnah ditegaskan bahwa ta'zir juga menjadi hak suami
atas istrinya ketika sang istri melakukan nusyuz. '

Hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif, ternyata bersifat seksis
karena menjadi perpanjangan tangan budaya patriarkhal dalam melestarikan
dominasi. Hukum masih menguntungkan salah satu pihak dengan mengorbankan
pihak yang lain, dalam hal ini laki-laki sebagai pihak pertama dan perempuan
sebagai pihak yang kedua. Perempuan belum diakui sebagai subyek hukum secara
penuh karena perempuan juga belum diakui sebagai manusia seutuhnya.”® Dari
situlah maka kajian atas hukum, khususnya hukum pidana, sangat diperlikan
dalam upaya menjadikan hukum sebagai institusi yang benar-benar dapat
melindungi hak-hak masyarakat tanpa pandang bulu, tak terkecuali masyarakat

vang berjenis kelamin perempuan yang cenderung dilemahkan oleh sistem.

B. Pokok Masalah
Dari uraian di atas maka pokok-pokok permasalahan dalam penelitian dirumuskan
sebagai berikut :
f. Apakah yang melatarbelakangi posisi murital rape yang ndak dimasukkan
sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana

Islam tersebut?

) Al-Sayyid Sabiq, /igh cl-Stmmeh, jilid 1t (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), him 500

™ Syiska Rohaya, Seksiskaly Hukwm ?, dalam Jurna) Perempuan, cdisi 10, Tebruari-
Apnil, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999) htm. 4-7
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Bagaimanakah perspektif magasid al-syari’ah dalam memandang marital
rape dan apakah kontribusi konseptualisasinya bagi pengembangan hukum

pidana nasional ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut

1.

b

(%)

menjelaskan posisi marital rape dalam hukum pidana Indonesita dan
hukum pidana Islam serta latar belakangnya

Menelusurt  faktor-faktor budaya vyang melatarbelakangi tidak
terakomodiritya konsep marital rupe dalam KUHP dan hukum pidana
Islam

menjelaskan perspektif magdsid al-syerTah dalam memandang konsep
marital rape dan kontribusinya bagi pengembangan Hukum Pidana

nasional.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.

L

sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum .Islam dan hukum positif
khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak reprodukst
perempuan

untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya
perlindungan hak-hak reproduksi perempuan

untuk memberikan motivasi bagr peminat wacana keperempuanan dan:
pemerhati nasi perempuan untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan

vang terhimpit ketidakberdayaan
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D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kesadaran baru, persoalan marital rape belum banyak
drangkat dalam tulisan yang cukup komprehensif di Indonesia khususnya yang
dihubungkan dengan hukum Islam dan hukum positif. Memang terdapat beberapa
tulisan yang berkenaan dengan konstruksi seksualitas bagi istri namun hanya
merupakan bagian kecil dari buku-buku yang membahas hak-hak reproduksi
perempuan Secara umum, seperti dalam buku Islam dan Hak-hak Reproduksi
Perempuan yang ditulis oleh Masdar Farid Mas’udi.?V Dalam bukunya tersebut,
Masdar membahas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam dengan
menggunakan pendekatan hermeneutik. Menurutnya, dalam memahami teks-teks
al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan hak-hak reproduksi perempuan harus
digunakan metode pemahamn yang sesuai dengan konteks sekarang sehingga
perubahan-perubahan konteks juga dapat dipahami oleh agama Islam dan prinsip-
prinsip vang diusung oleh Islam dapat terartikulasikan secara maksimal.
Perubahan pembacaan tersebut harus rhenyentuh persoalan-persoalan mendasar,
yaitu pemaknaan ulang term-term daelam ws#@/ al-figh, seperti konsep gat'T dan
canni.

Buku yang diterbitkan PPKX UGM bekerjasama dengan Ford Foundation
merupakan hasil penelitian lapangan yang membahas kekerasan seksual dalam
perkawinan, vaitu Marital Rape; Kekerasan Seksual dalam FPerkawinan, laporan

penelitian Nurul TImi Idrus tentang kekerasan seksual terhadap istri di Sulawesi

) Masdar F. Mas’udi, Jslan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, (Bandung: Mizan,
1996)
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,
selatan.”?

Dalam laporan tersebut, Idrus memaparkan bahwa dari sejumlah
responden yang ia teliti telah mengalami kekerasan seksual yang berbeda-beda
tingkatannya. Faktor-faktor penyebabnyapun berbeda,-mulai faktorl perbedaan
libido sampai faktor ekonomi. Ta juga mengemukakan bahwa marital rape terjadi
dalam masyarakat berbudaya patriarkhi, bisa disebabkan oleh hal-hal yang
bersifat langsung dan bersifat tak langsung. Marital rape juga tidak terlepas dari
bentuk-bentuk kekerasan yang lain, seperti kekerasan ekonomi, fisik, psikis dan
sosial.

Penelitian yang lain dar lembaga yang sama adalah Pelecehan Seksual
Tehadap [stri, laporan hasil penelitian Khairuddin NM tentang pelecehan seksual
terhadap istri di Kabupaten Jayapura, Irian Jaya.”™ Hasil penelitian Khairuddin
menunjukkan bahwa istri-istri dalam keluarga suku asal Irian Jaya yang
berdomisili di Kabupaten Jayapura pada umumnya mengalami pelecehan seksual
dari suaminya baik dalam kategori nngan maupun berat. Pelecehan ini bias berupa
verbal, nonverbal, dalam perilaku bercumbu dan dalam perilaku hubungan badan.
Pelecehan seksual terhadap istri ini banyak disebabkan oleh dominasi suami
sehingga timbul sikpap berkuasa. Sikap berkuasa ini merembes pada kekuasaan-
kekuasaan lain dalam setting keluarga, termasuk dalam masalah kekuasaan

seksual suami terhadap istri. Di samping itu, rasa dominasi telah menyebabkan

suami cenderung mengabaikan sebagian etika seks dengan istri, meskipun

) Nurul Itmi Idrus, Marital Rape. Kekerasan Seksual dalam Perkawinan, (Yogyakarta:
PPK UGM. 1999)

) Khairuddin NM, Pelecehan Seksual Terhadap Istri, (Yogayakarta: PPK UGM, 1998)
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masalah hubungan seksual suami istri sudah diatur sedemikian rupa oleh adat
istiadat dan agama yang dianut.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Syari’ah JAIN Sunan
Kalijaga tentang kekerasan seksual lebih mengarah pada kekerasan scksual
kepada perempuan secara umum tidak hanya kepada istri yaitu skripsi Ahmad
Renaldi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggulangan

Kejahatan Seksual di Kotamadya Yogyakaria,™

sebuah penelitian lapangan
tentang tindak kekerasan seksual di Yogyakarta dengan menggunakan perspektif
hukum Islam. Menurut Renald:i, bermacam kejahatn seksual seperti perkosaan,
perzinaan, pelacuran dan homoseks telah dilakukan oleh sebagian masyarakat
kodya Yogyakarta dengan cara dan faktor penyebab yang bervariasi dan meliputi
perubahan tat nilai, lemahnya iman, kurangnya kesadaran hukum, pengaruh
lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. Untuk menanggulangi hal tersebut,
perlu memasukkan hukum Jslam dalam perundang—ﬁndangan agar dapat mehjadi
kontrol bagi kehidupan seksual mtasyarakat.

Penelitian yang dilakui(an oleh Patria Utama, dalam skripsinya yang
berjudul Tindak Kekerasan terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan
Hukum Positif™> menfokuskan pada kekerasan dalam perkawinan dalam arti lufis,
tidak hanya kekerasan seksual. la mengatakan bahwa secara normatif Islam

mupun hukum positif melarang bentuk-bentuk kekerasan terhadap istrt. Dan jika

terjadi kekerasan terhadap istri, maka hukum Islam menawarkan konsep khulu’

* Skripsi fakultas Syari’ah jurusan Mu amalah Jinayah tahun 1997. Tidak diterbitkan,

2%) Skripsi jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah tahun 2000. Tidak diterbitkan,
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sebagai jalan keluar, sedangkan hukum positif memberi alternatif gugat cerai
kepada pengadilan.

Berangkat dari kenyataan di atas maka penyusun akan meneliti tentang
marital rape dikaitkan dengan posisinya dalam hukum --dalam hal ini hukum
pidana baik hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif-- dipandang dari
perspektif budaya, dan mencoba menjajagi kemungkinan adanya perlindungan
hukum terhadap korban marital rape. Penyusun menyadari bahwa
membandingkan hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia bukanlah
persoalan mudah, karena keduanya tidaklah simetris dalam arti hukum pidana
Indonesia berbentuk undang-undang yang bersifat positif sedangkan hukum
pidana Islam hanya dalam bentuk wacana yang digulirkan oleh para fugahd.
Namun hal ini tetap penyusun lakukan karena kedua hukum pidana tersebut
berakar pada pola budaya yang tidak jauh berbeda yaitu budaya patriarkhi
Sehingga, dengan menelaah prinsip-prinsip hukum yang mendasari materi
hukumnya dapat diperoleh satu titik temu di antara keduanya. Penyusun
menggunakan hukum pidana Islam konvensional untuk dikaji dalam skripsi ini,
karena sejauh yang diketahui penyusun, konsep marita! rape akan menjadi

persoalan ketika dihadapkan dengan hukum pidana Islam konvensional.

E. Kerangka Teoritik
Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan dua kerangka teort

vaitu konteks budaya d4n filsafat hukum Islam.
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Konteks budaya, konteks budaya ini akan dibatasi pada budaya patriarkhi.
Untuk menjelaskan tentang budaya patriarkhi, perlu terlebih dahulu
menelusuri arti kata budaya/kebudayaan dan kata patriarkhi. Budaya secara
bahasa berarti pikiran, akal budi, adat istiadat’® Sedangkan secara
terminologis, kebudayaan berarti seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan,
serta karya yang dithasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang
dijadikan miliknya dengan belajar.”” Kata patriarkhi berasal dari patriarkh
yaitq kata pater, bahasa latin yang berarti bapak, dan kata arche, bahasa
yunani yang berarti kekuasaan.*® Dengan begitu, patriarkhi secara harfiah
berarti Kekuasaan Bapak. Sedangkan patriarkhi secara terminologi adalah
aturan kehidupan yang hanya disandarkan pada nilai-nilai yang berkembang di
lingkungan Bapak-bapak/ laki-laki.®” Dari dua pengertian tersebut dapat
ditarik suatu pengertian bahwa budaya patriarkhi adalah gagasan, rasa,
tindakan dan karya yang menjadikan laki-laki sebagai yang utama dan
memposisikan perempuan serta anak-anak sebagai manusia nomor dua.
Budaya patriarkhi ini termanifestasi dalam berbagai sektor kehidupan,
politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pun dilestarikan secara konsisten

melalui pranata-pranata sosial seperti keluarga, pemahaman agama, sistem

¥ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa Depdikbud, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 149

) K oentjaraningrat, Pengantar Anropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), him. 72

™ )B. Banawiratama, Agama dan Kesetaraan Jender, Sebuah Perspekiif dari Gereja

Katolik, dalam Elga Sarapung dkk (ed), Agama dan Kesehatan Reproduksi, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan Ford Foundation, 1999) him.
20-21

I Syafiq Hasyim, Jhid., him. 81
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hukum, sistem ekonomi, politik dan media.”” Budaya patriarkhi ini berimbas
pada ideology gender yaitu blue print tentang peran-peran sosial jenis
kelamin. lIdeology gender ini melahirkan bermacam ketidakadilan yang
menjadikan salah satu jenis kelamin (perempuan) sebagai korban. Bentuk-
bentuk ketidakadilan tersebut yaitu: marginalisasi (peminggiran), subordinasi
(penomorduaan), stereotype (pelabelan negatif), double burden (beban ganda)
dan violence (kekerasan). Manifestasi ketidakadilan gender tersebut tidak
dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi
secara dialektis.’” Dalam kaitannya dengan marital rape, unsur violence
adalah paling dominan meskipun tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur lain
seperti stereorype dan subordinasi. Violence bisa berupa invasi (assault)
terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Bentuknya bisa
sangat beragam, diantaranya pemerkosaan, pemukulan dan serangan fisik
dalam rumabh tangga, mufilusi genita! (penyiksaan kepada organ alat kelamin),
pelacuran, pornografi dan pelecehan.*

Meskipun kekerasan seta ketidakadilan tersebut terjadi secara massif
tanpa memandang kelas sosial, ekonomi dan perbedaan geografis, namun
dalam struktur masyarakat berbudaya patriarkhis, hal itu sulit melahirkan
keprihatinan dan keberpihakan karena dianggap sebagai suatu hal yang lazim.

Perempuan adalah masyarakat kelas dua yang sangat kesulitan untuk

) K amla Bhasin, fbid, him. 5-10

) Mansour Fakih, dnalisis Gender dem Transformasi Sosiof, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998), hlm. 7-23

) 1hid , him. 17-20
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menyertakan perspektifnya dalam berbagai lini kehidupan, termasuk dalam
hukum. Maka tidak mengherankan jika kemudian persoalan ketidakadilan dan
kekerasan terhadap perempuan sulit untuk diselesaikan secara hukum.

Dalam konteks marital rape, hal itu juga terjadi karena konstruksi
seksualitas dalam masyarakat patriarkhis memposisikan perempuan sebagai
“yang berkewajiban memberi layanan seksuai”, sedangkan laki-laki sebagai
“yang berhak atas hubugan seksual”. Meskipun keterpaksaan dan kekerasan
dialami perempuan dalam hubungan seksual, dia tidak dapat menyelesaikan
persoalannya secara hukum karena hukum sendiri masih bersifat seksis dalam
arti lebih berpihak pada salah satu jenis kelamin saja yaitu laki-laki.

2. Filsafat hukum Islam yang akan digunakan sebagai kerangka teori dalam
penyusunan skripsi ini akan dibatasi pada maqdsid al-SvarT'ah.

Dalam wacana hukum Islam, salah satu unsur fjenting dalam penetapan
hukum adalah magasid al-syari'ah. Magasid al-syari’ah menjadi doktrin
dasar sekaligus metodologi dalam penetapan hukum Islam.*” datam doktrin
maqasid al-syarf'ah disebutkan bahwa syari’ah diturunkan kepada manusia
untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh makhluk, baik kemaslahatn di dunia
maupun di akhirat (fahgiyg a!—ma.}'!m_'zah).m

Maglahah yang menjadi tujuan syari’ah in1 diklasifikasikan dalam 3

kategori, yaitu al-maslahah al-darfiriyyah (pemenuhan kebutuhan yang

™ Yudian W. Asmin, Maqdsid al-syari'al sehagai Dokirin deni Metode, dimuat dalam
jurnal al-Jami’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakartia no. 58, him. 98-105

™ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syatibi, al-Muwafaqgdt fi Usit/ al-Ahkam, juz 1F, (tnp.:
Dar al-Rasyad al-Hadisah, tt.}, him. 2
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bersifat pokok dan tidak mungkin ditinggalkan demi kelangsungan
hidupnya), af-maslahah al-hadjiyyah (pemenuhan sarana dan fasilitas yang
dapat mempermudah pemenuhan maslahah yang pertama), dan a/-maslahah
al-tahstniyyah (kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhannya bersifat tersier
sehingga ketiadaannya tidak akan meyebabkan terganggunya perjalanan
hidup, pun tidak akan menimbulkan kesulitan).””

Satu komponen terpenting dari tiga hal di atas dalam proses
konstrukst hukum Islam adalah af-masiahah al-chrz?ri}{vah yang menjadi
sentral dari maslahah-maslahah yang lain.*® Hal ini terjabarkan dalam lima
prinsip yang harus diperhatikan (a/-ustil al-khamsah), yaitu: () hifz al-din,
perlindungan hak beragama, (b) hifZ al-nafs, perlindungan hak hidup, (c) Aifz
al-nasi, perlindungan hak berketurunan, (d) Aifz al-‘ag!, perlindungan hak
berpikir dan berpendapat, dan (e) hifz al-mal, perlindungan hak
pemilikan/property.’”

Pada dataran aplikasi, pembumian a/-usil al-khamsah ini bisa sangat
berbeda sesuai dengan kebutuhan. Hal inipun terlihat pada risalah kenabian
sendiri yang pada prinsipnya mencintai kedamaian (si/n7). Namun ketika
konteks sosial menuntut suatu peperangan maka pantang untuk mundur.

Dalam al-Quran sendiri telah ditegaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip

) Ihid., hm. 3-5

) Ahmad al-Raisuni, Nazariyyah al-Magasid “ind af-Imgum al-Syafibi, ( Riyadh: al-Dar
al-* Alamiyah li al-Kitab al-Islami, 1996 ), him, 152-156.

3 Masdar F. Mas'udi, Isfam dan Hak-hak., hlm. 32.
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universal yang menjadi the ultimate goal dari syari’ah. Namun terdapat juga
ajaran-ajaran yang bersifat partikular dan kontekstual.

Syari’ah tidak muncu! dan berkembang di ruang kosong, namun
terlingkup dalam ruang dan waktu sehingga perkembangannya tidak dapat
dilepaskan dari konteks dan berevolusi seiring dengan evolusi yang terjadi
dalam masyarakatnya. Al-Quran, sebagai pedoman bagi orang-orang Islam,
memiliki unsur normatif sebagai idealita namun tidak melupakan dimensi
kontekstualitas untuk membumikan cita-cita itu sendiri’® Klaim
kesempurnaan yang disebutkan dalam al-Quran lebih pada dataran prinsip
yang bersifat universal. Sedangkan pada dataran tehnis operasional, al-
Quran hanya menjawab persoalan dalam kasus-kasus kontekstual zaman
rasul yang bersifat partikular.*” Sunnah nabi juga mempunyai unsur di atas;
normatif dan kontekstual. Pada dataran operasional, yang dilaksanakan oleh
nabi, bisa jadi, sangat lekat dengan budaya yang dijunjung masyarakat Arab
kala itu. Namun dari semua hadis nabi tetap dapat ditarik benang merah
yang menjadi inti kandungan normatif ajaran yang dibawanya.’® Dalam
perjalanan sejarah, umat Islam lebih sering terjebak dengan unsur yuridis-
formal dan mengenyampingkan kandungan normatif-universalnya sehingga
prinsip-prinsip syari’ah tidak lagi menjadi pijakan dalam pembentukan

hukum Islam (Figh).

" Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempian dalam Islam, (Yogyakarta: LSPPA, 2000),
hlm. 3-27

) Masdar Farid Mas'udi, /hid., hlm. 25-40

" Asghar Ali Engineer, /bid , him. 20-21
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Secara metodologis, sebenarnya banyak ulama vyang telah
meletakkan ﬁrinsip-prinsip normatif tersebut sebagai kerangka konseptual
pembentukan hukum Islam, seperti yang telah dirintis oleh al-Juwaini dalam
karyanya al-Burhan fi Usiil al-I<igh, al-Ghazali dalam «al-Mustasfa, serta al-
Syatibi yang telah menuangkannya secara sistematis dalam konsepnya
tentang maqdsid al-syarT'ah dan maslahah dalam karya monumentalnya a/-
Muwifaqgar fi Usiil al-Ahkam. Bahkan, lbn Qayyim dalam [/'lam al-
Muwaqqi'in menegaskan bahwa pemahaman fighiyyah seharusnya tidak
hanya didasarkan pada makna literal bahasa saja namun lebih jauh lagi harus
dicari maksud-maksud dibalik ungkapan bahasanya (memahami konteks).*?
Namun, pendekatan tekstualis dalam masyarakat Islam temnyata lebih
dominan sehingga produk-produk figh yang tersebar luas, yang hampir
semua adalah karya para lelaki yang bias, adalah figh yang timpang karena
terpengaruh oleh budaya patriarkhi yang memposisikan perempuan sebagai
subordinat dari laki-laki.*?

Dalam literatur figh, bias budaya patriafkhal tersebut juga tampak
dalam hal yang sangat mendasar yaitu pemaknaan terminologi nikah. Nikah
acapkali dimaknai sebagai ‘agd al-tamitk (kontrak pemilikan) suami atas
tubuh istrinya. Keempat mazhab figh, yaitu Hanafiyah, Syaﬁ’iyéh,

Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dalam mendefinisikan nikah, yaitu

" Syafiq Hasyim, Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam
Isfam, (Bandung: Mizan, 2001), him.150 dan Masdar Farid Mas’udi, /sfant den., hlm. 107

*3 Budhy Munawar Rahman, Isiam dan Feminisme: dari Sentralisme kepada Kesetaraan
dalam Membincang Ieminisme Diskursus Gender Perspektif fsfam, (Surabaya: Risalah Gusti,
1996) him. 181-207



21

akad (perjanjian) yang berakibat pada pembolehan menikmati dan pemilikan
seks (bud ). Dengan pengertian demikian, istri menjadi “barang” hak
milik suaminya yang tak memitliki hak untuk menolak.

Pemaknaan nikah yang berbeda, yaitu ‘agd al-ibdhah (kontrak yang
memperbolehkan hubungan seksual), cenderung tidak teraplikasikan dalam
konteks budaya. Padahal pengertian yang semacam itu menawarkan posisi
yang lebih egaliter, istri tidak lagl menjadi the sex provider tapi memiliki
hak untuk memilih dalam seksualitas. Hubungan seks bukan lagi menjadi
kepentingan satu pthak, yaitu suami, melainkan urusan suami dan istri, baik
waktu maupun caranya. ‘¥ |

Jika dihubungkan dengan tujuan dari syari’ah sendiri, pengertian
kedua lIebih sesuat dengan prinsip-prinsip yang diusung Islam dalam
syari’ah, seperti prinsip keadilan, kesetaraan dan persamaan di depan
hukum. Karena pada dasarnya, Islam tidak pernah membedakan perempuah
dan laki-laki. Keduanya setara dalam hak dan kewajiban. Hal-hal itu
tercermin dalam ayat-ayat al-Quran yang bersifat gat/'T (berisi tuntunan
moral-etik yang universal).*?

Secara antropologis, hukum memang merupakan salah satu aspek

kebudayaan. Hukum menjadi salah satu instrumen yang mendorong warga

masyarakat untuk melestarikan kebudayaan. Manusia dalam kehidupan

3 Qyafiq Hasyim, 7bid, hlm. 256-261
) Masdar Farid Mas'udi, ibid., him.108

) Ihid., him. 25-40
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masyarakat menjunjung nilai-nilai budaya tertentu, nilai-nilai tersebut
tercakup sacara konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada
setiap warga supaya dapat menjadi pedoman dalam melakukan berbagai
peranan dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma sosial sebagian
tergabung dalam kaitan dengan norma lain dan menjelma sebagai pranata
atau lembaga sosial yang semuanya lebih mempermudah manusia
mewujudkan prilaku yang sesuai dengan tuntutan masyarakatnya atau yang
sesuai dengan gambaran ideal mengenai cara hidup yang dianut dalam
kelompoknya. Gambaran ideal ini hendak dilestarikan melalui cara hidup
masyarakat, dan salah satu lembaga yang punya peran andil dalam
pelestarian tersebut adalah hukum.®

Dalam konteks masyarakat berbudaya patriarkhi dengan segala nilai-
nilai dan bentuk tindakan ideal yang dicita-citakan dari warga
masyarakatnya, hukum jugd menjadi pranata yang dapat melestarikan
budaya tersebut. Hal itu akan tampak pada gender dalam masyarakat yang
menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan ideal. Laki-laki sebagai
pengayom, kuat dan jantan, sedangkan percmpuan sebagal sosok yang
lemah lembut, patuh dan penuh kasih sayang.

Hukum positif juga tidak lepas dari bias buclaya patriarkhi. Klaim
otonomi dan netralitas hukum tetap terjebak dalam pola pikir dan budaya
yang paternalis dan patriarkhis. Hal itu tampak jelas dengan menelaah hal-

hal mendasar dalam hukum, sepertt subyek hukum yang menafikan

)T 0, Ihromi, Antropologi danr Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), him.
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perempuan, posttivisme hukum, serta dikotom sektor publik sebagai
wilayah hukum dan sektor domestik (privat) sebagai wilayah yang kebal
hukum.*”? Karena itulah maka tindak kejahatan terhadap perempuan
terutama yang terjadi di sektori domestik menjadi sulit untuk diselesaikan
secara hukum. Hal itu karena rumusan kejahatan sendiri masih diperoleh
melalul proses kriminalisasi yang menggunakan paradigma positivis-
dominan yang salah satu aspeknya adalah bahwa kriminalitas ditentukan
oleh penguasa berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma demi terciptanya
stabilitas umum.*® Dengan demikian kepentingan-kepentingan golongan
yang tidak terwakilkan menjad: sulit untuk terakomodir.

Hukum dalam masyarakat patriarkhis dapat dilihat dengan
paradigma ini. Ketika perspektif perempuan tidak banyak dilibatkan ddlam
perumusan kejahatan, maka kepentingan perempuan cenderung untuk
terpinggirkan. Terlebih lagi dengan budaya yang memang memposisikannya
sebagai obyek dan pendamping saja. Kesadaran-kesadaran baru yang timbul
fuga sulit untuk diakomodir oleh hukum, karena paradigma positivis juga
sulit untuk menerima perubahan.

Dari uraian di atas maka perlu diadakan suatu proyek besar untuk
menyusun kembali suatu cara pandang dan .pola pikir yang dapat

mengembalikan hukum pada fitrahnya, yaitu menegakkan keadilan dan

47 Syiska Rohaya, Seksiskah Hukum ?

® Romli Atmasasmita, Bunga Rampei Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), him,
97-100. Juga Soerjono Soekanto dkk., Kriminologi Swatu Pengenitar, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1981), hlm. 82-83
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kesetaraan tanpa memandang perbedaan kedudukan, ras maupun jenis
kelamin. Baik hukum Islam maupun hukum positif perlu mengémbangkan
prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum dalam
suatu formulasi hukum yang merepresentasikannya baik secara material

maupun formal.

F. Metode Penelitian

Metode vang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

Jenis Penelitian

Penclitian ini adalah Penelitian kepustakaan (lLiterary research) yaitu
penelitian yang dilakukan derigan cara mengkaji dan menelaah berbagai
dokumen, baik berupa buku atau tulisan, yang berkaitan dengan bahasan
marital rape, hukum pidana Indonesia (KUHP) dan hukum Islam

Sifat Penelitian

Peneiitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berusaha memaparkan posisi
konsep Imari/a! rape dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) maupun Hukum
pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan
secermat mungkin sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

Tehnik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah literary research, maka tehnik pengumpulan
data yang digunakan adaiah studi kepustakaan, vaitu dengan mengkaji dan

menelaah data-data yang terdapat dalam buku-buku, dokoumen-dokumen atau
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tulisan-tulisan yang relevan dengan tema penelitian, vaitu yang berkaitan

dengan marital rape, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a.

Pendekatan kontekstual, yaitu cara mendekati masalah dengan melihat
kaitan antara hukum, dalam hal ini hukum pidana, dengan konteks yang
melatarbelakanginya terutama konteks budaya, yang dalam penelitian ini
dibatasi pada budaya patriarkhi. |

Pendekatan Filsafat Hukum Islam. Karena filsafat hukum Islam sangat
luas maka dalam penelitian ini penyusun akan membatasinya pada
magdsid al-syar'ah. Maksudnya adalah. melihat konseptualisasi marital
rape dari kacamata maqdasid al-syarTah dalam arti perlindungan lima hal

prinsip yang sering disebut dengan a/-usidl al-khamsah.

. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a.

Induktif, yaitu mengkaji sejauh mana marital rape merupakan implikasi
dari budaya patriarkhi dari serpihan data tentang konstruksi seksualitas
datam budaya patriarkhi

Komparatif, yaitu membandingkan posisi marital rape dalam hukum
pidana Indonesia dan hukum pidana Islam serta persamaan dan

perbedaannya.
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G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pada bab pertama dipaparkan bagian pendahuluan yang meliputi latar
belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaaan. Telaah pustaka, kerangka
teoritik serta sistematika pembahasan

Pembahasan dimulai pada bab kedua dengan tinjauan umum tentang
marital rape yang meliputi pengertian marital rape, penyebab dan dampaknya
terhadap korban serta jauh mana fenomena marital rape terjadi di masyarakat.
Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana marital rupe dapat dianggap
sebagai persoalan kriminalitas.

Selanjutnya, bali ketiga memaparkan tentang konteks budaya yang
melatarbelakangi terjadinya marital rape. Diawali dengan telaah atas budaya
patriarkhi yang meliputi pengertian dan manifestasinya. Dilanjutkan dengan
pemaparan konstruksi sosial seksualitas. Dengan pembahasan ini dapat dicari akar
peroalan yang menyebabkan marital rupe terjadi dan tic.iak dapat tersentuh oleh
hukum.

Pada bab keempat, kejahatan perkosaaan dalam hukum pidana akan
dijelaskan, baik dalam hukum pidana Indonesia dari pasal-pasal dalam KUHP
maupun hukum pidana Islam. Dengan bab ini akan dapat diketahui bagaimana
posisi marital rape dalam KUHP dan hukum pidana Islam serta persamaan dan
perbedaannya.

Inti penelitian ini tertuang pada bab kelima yang akan menelusuri lebih

lanjut sejauh mana budaya patriarkhi merasuk dalam hukum yang berkaitan
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dengan persoalan perempuan, khususnya masalah perkosaan dalam perkawinan
dalam KUHP dan hukum pidana [slam. Lalu akan memandang marital rape
melalui perspektif magasid al-syari’ah serta menjajagt kontribusi konsep marital
rape dalam pengembangan hukum positif di Indonesia

Penelitian in1 akan ditutup dengan kesimpulan dan saran pada bab keenam



BAB V1

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini ada beberapa

hal yang bisa penyusun simpulkan, yaitu :

1.

Marital rape tidak terakomodir dalam KUHP dan hukum pidana [slam
karena berbagai faktor yang, jika ditelusuri secara lebih mendalam,
berakar pada faktor budaya yang dominan yaitu budaya patriarkhi..
Konstruksi seksualitas yang memang tidak terpisahkan dari kekuasaan,
mewujud dalam bentuk marital rape pada ranah kehidupan rumah
tangga dalam masyarakat berbudaya patriarkhi. Karena dalam budaya
patriarkhi, istri dianggap tidak memiliki hak atas hubungan seksual.
Karena adanya budaya ini juga, marital rape sulit untuk dimasukkan
dalam tindak pidana meskipun pada realitanya, marital rape
mengakibatkan penderitaan yang berat terhadap korban, baik secara
fisik, psikis, maupun sosial.

Secara prinsip, hukum Islam tidak mentolerir adanya marital rape. Hal
itu tercermin dari rumusan Muagdasid al-SyarT'ah yang hendak
melindungi semua makhluk secara menyeluruh. Dengan demikian,
[slam juga tidak mentolerir adanya pihak-pihak yang dikorbankan demi
sebuah harmoni yang semu. Adapun teks-teks keagamaan yang

potensial dijadikan sebagai legitimasi tindak kekerasan seksual dapat
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ditelusuri melalui teori evolusi syari’ah yang melihat hukum Islam
secara kontekstual. .‘

Hukum pidana nasional (KUHP) belum bisa mengakomodir marital
rape sebagal delik tersendiri karena alasan faktor budaya yang
mengedepankan sebuah harmoni. Namun hal itu perlu ditinjau kembali
karena kenyataan di lapangan menunjukkari bahwa angka korban

marifal rape tidaklah rendah dan diperkirakan masih menyisakan

jumlah yang lebih besar lagi. Sikap menutup nata dan kenyataan

tersebut justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam menghadapi

persoalan-persoalan hidup.

B. SARAN-SARAN

berikut :

1.

Dari penyusunan skripsi ini, penyusun menyarankan beberapa hal

Pemahaman terhadap teks-teks dan konsep-konsep keagamaan
hendaknya menghindari pembacaan yang tekstualis dan terpaku pada
penafsiran yang legalis-formalis belaka. Dibutuhkan suatu pembacaan
baru yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan kondisi dan kesadaran
sehingga agama tidak hanya menjadi pelarian tapi dapat
mengejawantahkan tugas utamanya sebagai spirit pembebasan bagi
pemeluknya.

Dalam menyikapi suatu realitas, konsep maupun suatu bentuk

kesadaran, hendaknya tidak lagi mengedepankan dikotomi budaya
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antara Barat dan Timur, Islam dan non-Islam, karena pada dasarnya
setiap budaya memiliki sis1 baik dan buruk. Sudah waktunya sikap
dewasa selalu dikedepankan sehingga tidak lagi hitam-putih dalam
memandang persoalan.

Dalam pembaharuan hukum pidana nasional, yang hingga kini masih
terus diupayakan, hendaknya keberpihakan kepada pihak yang lemah
semakin ditingkatkan sehingga hukum tidak lagi diskriminatif. Untuk
mencapal hal tersebut, diperlukan keberanian untuk menyentuh
persoalan-persoalan yang paling dasar dalain hukum pidana, seperti

asas-asas hukum pidana, proses kriminalisasi, dan budaya hukum.
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Istri-istrimu  adalah ladang bagimu, maka
datangilah ladangmu sekehendak hatimu

Dan istri-istri yang kamu takutkan nusyuznya
maka berilah mercka naschat, dan tinggalkan
mereka di tempat tidur dan pukullah mereka

17

Jika seorang suami memanggil istrinya ke
peraduannya dan si istri enggan sehingga st
suami  marah, maka malaikat akan
melaknatnya sampai subuh

1

L2
L

60

Laki-laki dan perempuan dewasa jika
melakukan zina maka rajamlah keduanya
Perempuan dan laki-laki yang berzina maka
jilidlah masing-masing dengan seratus jilid

1l

46

67

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuvasaan-Nya,
Dia telah menciptakan darimu pasanganmu
supaya kamu dapat memperoleh ketenangan
darinya dan menciptakan kasih sayang di
antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang
berpikir

1

47

67

Dihalalkan bagimu mendatangi istri-istrimu
pada malam puasa, mereka 1barat baju bagimu
dan kamu ibarat baju bagi mereka

™~

11

48

67

Dan bergaullah dengan mereka secara baik

I

53

68

Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan
karena Allah telah memberikan keutamaan
scbagian dari mereka atas yang lain dan karena
telah memberikan nafkah, maka (para
perempuan) yang salihah adalah para istri yang
taat dan menjaga segala yang dijaga Allah
ketika suaminya tidak di rumah

il

57

70

Dan para istri yang kalian khawatirkan
nusyuznya, maka nasehatilah mereka, lalu
tinggalkan mereka di peraduan dan, lalu
pukullah mereka. Jika mereka taat maka
janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk
mencelakakan mereka)

10.

i

65

Mercka ibarat pakaian bagimu dan kamu
bagaikan pakaian bagi mereka




Il

66

| Dan bergaullah dengan mereka secara baik

Jika salah satu dari kamu berhubungan badan
dengan istrinya maka janganlah membabi buta
seperti kuda, tapi dahuluilah dengan belaian,
rayuan dan ciuman

12.

N

46

31

Hukuin asal sepala sesuatu adalah boleh

13.

Y

47

81

Cabutlah hukuman hadd karena syubhat
Cabutlah hukuman hadd dari orang-orang
muslim selagt bias, jika terdapat jalan bebas
maka biarkan ia bebas. Sesungguhnya imam
lebih baik keliru karena memberikan ampunan
daripada keliru dalam menjatuhkan hukuman

51

84

Janda tidak dapat dinikahkan kecuali jika telah
dimintai pendapat, dan gadis tidak dapat
dinikahkan kecuali telah dimintai izin

v

85

Ingatlah, aku berpesan agar kalian berbuat baik
terhadap perempuan karena mereka sering
menjadi sasaran pelecelian di antara kalian.
Padahal sedikitpun kalian tidak berhak
meinperlakukan  mereka  kecuali  untuk
kebaikan itu

16.

v

72

107

Dan  kami ‘wajibkan kepada mereka
didalamnya (taurat) bahwa nyawa dibayar
dengan nyawa, mata dengan mata, hidung
dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka-Tuka dengan gisas. Siapa
saja yangmerelakan maka ia menjadi tebusan.
Dan barang siapa tidak menctapkan hukum
sesuai dengan ketentuan Allah maka mereka
adalah orang-orang yang zalim.

17

I

40

120

Kami mengutusmu hanya karena kasth sayang

kami pada seluruh alam

1l
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